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ABSTRAK
NAMA     : Sunandar N.
NIM : 10500113203
JUDUL : Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif dalam kasus
penelantaran anak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap
penelantaran anak.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode
penelitian deskriftif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan
pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. dengan menyelidiki suatu
fenomena sosial dan masalah manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan
masalah tentang penelantaran anak.
Dari hasil analisis temuan penelitian didapatkan gambaran bahwa: (1).
Bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat dalam Pasal 77 (b),
Pasal 77 (c), Pasal 78. (2). Hal-hal yang menyebabkan anak terlantar adalah
perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang
tua yang rendah, perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan
kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal.
Situasi ini akhirnya mendorong anak melakukan aktivitas di luar rumah misalnya
dengan menjadi pedagang kaki lima dan pemulung. Dengan melaksanakan
kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang menyita waktu dan tenaga, mereka
tidak memiliki waktu untuk bersekolah.
Peneliti berharap kepada seluruh mansyarakat khususnya orang tua perlu
adanya peningkatan pemehaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan
perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya
berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian




Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
dan kebebasan.1
Pandangan Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang
Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah
seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan,
bimbingan dan pendidikan.2 Implementasi pandangan ini tentu saja bahwa
sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi
transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan
mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Manifestasi kasih
1Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
2Ibnu Amshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Komisi
Perlindungan Anak Indonesia, 2007), Hal. 2.
2sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan
perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk
menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.
Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-
undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan
demikian pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan
pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.3
Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki
kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu
orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua
kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab
atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala
keluarga.
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang
dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan
perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan
fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan
dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
3Andi Syamsu Alam & M.Fauzan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta
Kencana Prenada Media Group 2008), Hal.1
3Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang
diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah,  dan negara merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas)
tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif.  Undang-Undang Perlindungan Anak juga
harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak
berdasrkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak,
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan
terhadap pendapat anak.  Dalam melakukan pembinaan, pengenbangan, dan
perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat,
4organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau
lembaga pendidikan.4
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan
pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani
dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil
dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.5
Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun
sosial, dan berakhlak mulia.6 dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun
2004 disebutkan bahwa :
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau
diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
4Andi Syamsu Alam &M.Fauzan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta
Kencana Prenada Media Group 2008), Hal.1
5Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Gra
findo Persada, 2014), Hal.1.
6 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.8.
5Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak
bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk
mencapai kesejahteraan anak. Namun kenyataanya banyak orang tua yang
tega menelantarkan anaknya. Misalnya gagal dalam memberikan pengawasan
dan perlindungan secara layak dari bahaya atau gangguan seperti,
penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan
penelantaran medis.
Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra
yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan
“anak” .Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang
merupakan kenyataan sosial.7
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan
tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai
dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan
suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.8
Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan
perlindungan anak.9
7 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta:AkademikaPressindo1985),Hal.15.
8Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita,
Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), Hal.23.
9Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), Hal.
222.
6Akhir-akhir ini banyak muncul pemberitaan yang membicarakan
tentang orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Misalnya di Sulawesi
Selatan tepatnya Makassar Beberapa kasus yang telah dan sementara ditangani
adalah kasus penelantaran anak di lampu merah dan kasus kekerasan pada
anak. Penanganan dilakukan langsung oleh Psikolog Klinis Iyan Afriyani
Psikolog. Terkait kasus pembunuhan “Ayah bunuh anaknya” di Kapasa,
pendampingan psikologis juga dilakukan pada Ibu korban, kakak korban, serta
kakek dan nenek korban. Pendampingan psikologis dikomunikasikan langsung
pada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana
Susana Yembise saat kedatangaannya ke Makassar didampingi oleh Ibu
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenri A.
Palallo.10 Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban tindak
kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian
publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak
membahayakan sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik.
Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh
berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang
tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang
cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban.
Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus
penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar.Ada yang
sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gelandangan dan
10http://psikologi.unm.ac.id/index.php/blog/artikel/121_penanganan_kasus_kekerasan_di
_kota_makassar di akses tanggal 7 April 2017, pukul 15.25 WITA.
7pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan
anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas
tentang perlindungan terhadap penelantaran anak ini dalam bentuk tulisan
yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.” yang akan dibahas lebih lanjut dalam
penulisan skripsi ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka
adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban orang
tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
82. Untuk mengetahui Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya
penelantaran anak
D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu
akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak,
baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berkecimpung
dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat
memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terhadap perlindungan anak dari penelantaran.
2. Manfaat Secara Praktis
Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan refensi tambahan pada
karya tulis selanjutnya, Memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan
masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah masalah
mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajibannya
kepada anak, dan menyadarkan kepada seluruh masyarakat mengenai
kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
E. Kajian Pustaka
Berdasarkan skripsi yang dibuat penulis, tentunya ada beberapa
referensi / literature-literatur  yang berkaitan dengan judul tersebut walaupun
belum ada yang membahasnya secara khusus dan keseluruhan. Berikut uraian
beberapa buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini :
91. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya yang berjudul Hukum
Pengangkatan Anak Perspektif Islam, menjelaskan bahawa Anak adalah
bagian yang terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu
mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun social.11
2. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia karangan
Nashriana, membahas mengenai Hukum positif Indonesia melakukan
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.12
Anak yang dimaksud disini adalah anak-anak yang dikenal dengan sebutan
“anak nakal” pada anak yang demikian sangat urgent melakukan
perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud dalam buku ini sebagai
wujud kekhususan dalam memandang anak sebagai pelaku tindak pidana
atau tindakan yang dikenal sebagai sebutan “kenakalan” perlindungan
dibahas dari sisi perlindungan hukum materil, hukum pidana formil dan
hukum pelaksanaan pidana.
3. Nasir Djamil, dalam bukunya yang berjudul Anak Bukan Untuk di Hukum,
menjelaskan tentang bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat
dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis
11Andi Syamsu Alam & M.Fauzan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta
Kencana Prenada Media Group 2008),
12 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Gra findo Persada, 2014).
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perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak.13 Bahwa anak
yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang
keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak-
anak yang baik.
4. Pengadilan Anak di Indonesia, karangan Lilik mulyadi, membahas
mengenai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 dan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 maka “Pengadilan
Anak” merupakan yurisdiksi Peradilan Umum. Akan tetapi apabila
ditinjau dari visi materinya, maka “Pengadilan Anak” mempunyai
pengkhususan (defferensiai/spesialisasi) penerapannya mulai tingkat
penyidikan, penentutan dan peradilan beserta hukum acaranya.14 Di
Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)”, dimana mencoba
memberi deskripsi lebih memadai tentang dimensi teoritik, praktik beserta
permasalahannya seputar eksistensi dan problematika pengadilan anak di
Indonesia khususnya sesuai undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997
5. David Howe dalam bukunya Empati Makna dan Pentingnya menjelaskan
empati sangat penting untuk memahami perasaan dan perilaku seseorang.
Tidak hanya bagian keterampilan yang sangat penting demi keberhasilan
menjalankan hubungan personal dan kerja, namun juga membantu
13 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
14 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
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memahami segala hal yang membuat moral seseorang dan masyarakat
menjadi layak.15




A. Perlindungan dan Penelantaran Anak
1. Pengertian Anak
Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah
keturunan insan (manusia) yang kedua.1 Anak adalah sekolompok manusia
muda yang batas umurnya tidak selalu sama diberbagai negara. Di
Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak
usia 0-21 tahun. Dengan demikian bayi, balita dan usia sekolah termasuk
dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak
merupakan masa yang dilalui setiaporang untuk menjadi dewasa.
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak dalam UU
No. 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak
adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas)
tahun dan belum pernah menikah. Walaupun begitu istilah ini juga sering
merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara
biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila
perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat
saja diasosiasikan dengan istilah "anak".2
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Praktis Bahasa Indonesia ,(Jakarta Selatan, 2012), Hal.
585.
2Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, (Bandung, 2005), Hal.03
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Undang-undang No 23 tahun 2002 Tantang Perlindungan Anak
pada BAB I Pasal I menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan
menurut kompilasi hokum islam. Pasal 98 Ayat (1), batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak
bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.3
Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak,
melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”,
serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian
anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.  Seperti pada Bab IX yang
memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang
berbunyi :
“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig)
karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun,
hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,
tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika
perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran
tersebut..”
Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang
belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.
3 Cik Hasan Bisri (ed)., Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), Hal. 170
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Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan
seseorang digolongkan sebagi anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam
pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang
yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.
Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan
minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas)
tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun4
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga
merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan Nasional.
manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung
secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang
4 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
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tertentu, dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan
perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:5
a. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
b. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
c. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
Adapun  masa anak :
a. Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-
12/13 tahun.
b. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40
tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
c. Masa tua : 60 tahun-meninggal.
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja
dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di
telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum
dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual
dalam lingkungan sosial.
2. Perlindungan Anak
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan
cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang
dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat
kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan
5https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian Anak diakses tanggal 16 februari  2017, pukul
01.55 WITA.
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usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan
dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa
di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, maupun
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi
terdahulu.6
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan social.
Konsep perlindungan hukum secara sistematik memiliki relevansi
dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-
Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada
Penjelasannya pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak
meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan
membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat
dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak.
Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan
6 Maldin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia cet ke-IV, (Bandung PT Refika Aditama), 2014, Hal. 40
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melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social,
ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan social yang sifatnya
tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif
berdasarkan hukum yang berlaku.7 Perlindungan anak dapat dibedakan
dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
a. perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan
dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan
dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.8
Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu
usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung
peraturan dalam peraturan perundangundangan. Kebijaksanaan, usaha dan
kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hakhak anak, pertama-
tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan
anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.9
Tujuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang- Undang
tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
7Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo), Hal. 6-
7
8 Maldin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia cet ke-IV, (Bandung PT Refika Aditama), 2014, Hal. 41
9 Maldin Gultom, Op.cit, Hal. 42
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terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera.10 Undang-Undang No. 35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (6) menyebutkan “Anak terlantar
adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,
mental, spiritual, maupun social. Penjelasan pasal 1 ayat (6): perlindungan
dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak
langsung, dari tindakan membahayakan Anak secara fisik dan psikis.
Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha
Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah
seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan,
bimbingan dan pendidikan.11
3. Penelantaran anak
Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak
terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.12 Penelantaran anak termasuk
penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak
memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di
mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan
10 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Laks Bang PRESSindo,
Yogyakarta), 2016, Hal. 11
11 Ibnu Amshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Komisi
Perlindungan Anak Indonesia), 2007, Hal. 2
12W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum bahasa indoneia, (Jakarta Selatan), Hal. 564
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kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan
untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan),
emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang),
pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis
(kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).
Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak
mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak.
Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak
yang menjadi korban merupakan suatu indicator adanya ketidak
seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini,
manusia tidak dilindungi secara baik.13 Penelantaran anak dalam konteks
hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan
aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo
UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya
adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan
melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga
keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan
harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa
depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta
mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu
13 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), cet ke-3, (Jakarta, PT
Bhuana Ilmu Popular), 2004, Hal. 287
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memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik
bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi
generasi yang lemah, dalam QS. An-Nisa’/4:9 disebutkan:
                  
     
Terjemahnya :
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.”14
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiwaban bagi orang tua terutama
ayah menafkahi anaknya. Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut
aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran
anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan Pasal
77 huruf b Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yaitu: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan
anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.”
serta mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu: “dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
14Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung, Cv Dipenegoro,
2008), Hal.26
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100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan menurut islam, jelas
melarang terjadinya penelantaran terhadap anak
B. Tanggung Jawab Pidana
1. Pengertian Tanggung Jawab
Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh di
tuntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima
pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain).15 Berkaitan
dengan tanggung jawab, pandangan  Islam memandang yaitu tertulis
dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman QS. Al-Mudatstsir/74:38.
    
Terjemahnya :
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya”16
Berdasar ayat diatas, tampak bahwa pada hakikatnya manusia
adalah makhluk yang bartanggung jawab. Disebut demikian karena
manusia, selain merupakan makhluk individual dan  makhluk sosial, juga
merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar
untuk bertanggung jawab mengingat bahwa manusia memegang beberapa
peranan dalam konteks sosial, individual, ataupun teologis.17
15 A. A.Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta Selatan, 2012 Hal. 585.
16Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung, Cv Dipenegoro,
2008), Hal.62
17Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana islam,Jakarta: Sinar Grafika, 2005,  Hal. 19
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2. Pertanggung jawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu
mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
Undang-undang.18
3. Tanggung Jawab Orang Tua
Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).
Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau
buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan
pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan
kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan,
penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pandangan
Islam memandang yaitu tertulis dalam Al-Qur’an QS. An-Nisaa/4:9.
                 
     
Terjemahnya :
“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
18 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 23.
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mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”19
Secara khusus ayat di atas ini berkaitan dengan waris. Para orang
tua dilarang meninggalkan anak keturunanya tak berharta lalu kemudian
terhina dengan menjadi peminta-minta atau pengemis. Islam jelas
melarang keras umatnya menghinakan diri seperti itu. Umat Islam
diharuskan mandiri, produktif dan pemberi sebagaimana adanya kewajiban
zakat, infak dan sedekah.20
Menurut pendapat dari J. Verkuly mengemukakan ada tiga tugas dan
panggilan dari orang tua yaitu:21
a. Mengurus keperluan materi anak-anak.
Yaitu ini merupakan tugas pertama di mana orang tua harus
memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anakanak.
Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena
anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.
b. Menciptakan suatu “home” bagi anak-anak.
Yaitu “home” di sini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak
dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang,
keramahtamaan, merasa aman, terlindungi dan lain-lain. Di rumahlah
anak-anak merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.
c. Tugas pendidikan.
19 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung, Cv Dipenegoro,
2008), Hal.
20 https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam
21Abu Ahmadi, Psikologi Sosial ,(Jakarta, Rineka Cipta, 2009),  Hal.227.
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Yaitu tugas mendidik, merupakan tugas terpenting dari orang tua
terhadap anak-anaknya. Tujuan pendidikan di sini menurut Verkuly ialah
mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat
memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama manusia dan sekeliling
mereka sebagai anak kerajaan.
Selama anak belum dewasa, kekuasaan orang tua atau tanggung
jawab orang tua tidak berakhir dengan adanya perpisahan meja dan tempat
tidur dari orang tuanya, karena dalam hal ini perkawinan tetap
berlangsung. Siapa yang dalam perpisahan meja dan tempat tidur akan




Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum
atau sebuah tindak kejahatan. Sedangkan Perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman
atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan
yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.perbutan
pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.22
Berikut ini beberapa Pengertian Pidana Menurut para Ahli:23
22 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta,
Kencana, 2014) Hal: 35.
23 http://www.pengertian ahli.com/2013/10/ pengertian – pidana – menurut-para-ahli.html
diakses tanggal 08 Desember  2016, pukul 05.38 WITA.
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a. Menurut Van Hamel
Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh negara.
b. Pengertian Pidana Menurut Simons
Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang
pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma,
yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang
yang bersalah.
D. Pengertian Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Istilah tindak
pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu
strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan
demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP). Strafbaar feit terdiri dari tiga
kata, yakti straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan  dengan pidana dan
hukum, sementara baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan feit
diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
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Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan
strafbaar feit itu.24 Moeljotno berpendapat bahwa:
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.
Istilah Perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:25
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perubahan manusia,
yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara
itu, ancaman pidananya itu di tunjukan pada orangnnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman
pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh
karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang di
timbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang
menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang
menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian
tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang
menimbulkan kepada itu.
24P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (PT. Citra Adityta Bakti.
Bandung). 1996. Hal. 7
25 Frans Marami, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,( Jakarta, Redaksi
Sinar Grafika,2005),Hal.55
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Sehubungan dengan hal ini pengertian tindak pidana ini, Vos
berpendapat bahwa: Straftbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku
manusia, yang oleh pertauran perundang – undangan diberikan pidana.26
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan
hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia
yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun yang tidak
tertulis. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan
tindak pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk
mengalihkan bahasa dari istilah asing sratfbaarfeit namun belum jelas
apakah diamping mengalihkan bahasa sratfbaarfett dimaksudkan untuk
mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar
kalangan ahli ilmu hukum belum jelas dan terperinci menerangkan
pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang
merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah
masyarakat juga di kenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian
perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui
putusan hakim agar dijatuhi pidana.27
Tindak pidana adalah merupakan  perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.28
26 Adami Chazawi, Pelajara Hukum Pidana Bagian 1,(Jakarta,PT RajaGrafndo Persada),
Hal. 67-72
27Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,(Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada,2014),Hal: 74
28Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana,
(Jakarta: 2014,Prenadamedia Group),Hal: 35-36
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Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan dan kealpaan.
Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-
bentuk keselahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld)
yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena
seseorang tersebut telah malakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan
hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus
mempertanggung jawababkan segala bentuk tindak pidana yang telah di
lakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti bahwa benar
telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang
maka dengan begitu dapat di jatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal
yang mengaturnya.
Hazewinkel Suringa mendefenisikan “strafbaarfeit” sebagai:
Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus
di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.29
Simons juga merumuskan “strafbaarfeit” sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja atau pun tidak
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas
29 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti.2011),
Hal: 181-182
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tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat di hukum.
Alasan dari Simons apa sebabnya “strafbaarfeit” itu harus
dirumuskan seperti di atas adalah karena:30
1) Untuk adanya suatu strafbaarfeit disyaratkan bahwa di situ harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tidakan yang dapat
dihukum;
2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan di dalam
undang-undang;
3) Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan
suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “onrechtmatige
handeling”
Lebih lanjut Simons mengatakan bahwa: Sifatnya yang melawan
hukum yang dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan,
bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan
dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan
30 Ahmad Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2004 ,
Hal. 31
30
suatu unsure dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya
dengan unsur-unsur lain.31
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit dapat disimpulkan
bahwa istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana
bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah
digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.





A. Jenis dan lokasi penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis deskriftif Kualitatif
dengan pendekatan Yuridis Sosiologi yaitu merupakan suatu pencarian
fakta menggunakan interpretasi yang tepat. dengan menyelidiki suatu
fenomena sosial dan masalah manusia atau masyarakat yang berkaitan
dengan masalah tentang penelantaran anak. Desain penelitian ini
memepelajari mengenai masalah-masalah penelantaran anak yang ada
dalam masyarakat, dan juga tata cara yang digunakan dalam salam
masyarakat serta di dalam situasi-situasi tertentu.. Termasuk mengenai
hubungan kegiatan, pandangan, sikap, dan juga proses-proses yang dapat
berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif ini
merupakan jenis metode penelitian yang menggambarkan suatu objek dan
subjek yang sedang diteliti dengan apa adanya tanpa melakukan rekayasa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya penelantaran anak pada
usia 8-15 tahun.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari
penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan diwilayah
Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa (Paccelang) dengan
wawancara langsung dari masyarakat. Karena ada beberapa anak yang
32
bermukim di daerah kelurahan Kaluku Bodoa (Paccelang) ditelantarkan
oleh orang tuanya disebabkan berbagai alasan, terutama kemiskinan. Oleh
karenanya anak menafkahi dirinya sendiri dengan berbagai hal misalnya
jualan keliling atau menjadi tukan parkir sebuah toko bahkan ada anak
yang tidak mendapatkan pendidikan di bangku sekolahan, Kemiskinan
selalu saja dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak.
Alasan ini diterima masyarakat kelurahan Kaluku Bodoa (Paccelang)
seperti hal wajar.
B. Pendekatan Penelitian.
Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan
yuridis Sosiolagi dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah
manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan masalah tentang penelantaran
anak.
C. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Yaitu kumpulan semua
individu dalam suatu batas tertentu. Mengacu pada pengertian populasi
tersebut, maka populasi dalam pengertian ini adalah seluruh keluarga yang
memiliki anak usia 8-15 tahun yang berada diwilayah kelurahan Kaluku
Bodoa (paccelang) yang terdiri dari satu RT dengan jumlah total penduduk




Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan
diteliti. Pendapat lain mengatakan sampel penelitian merupakan sebagian
atau keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap akan mewakili
seluruh populasi. kriteria inklusi sampel pada penelitian ini adalah
keluarga yang memiliki anak usia 8-15 tahun baik laki-laki maupun
perempuan dan tinggal bersama dalam satu rumah.
Berkenaan dengan sampel, maka perlu memperhitungkan besarnya sampel
dan teknik yang digunakan mengingat populasi pada penelitian sangat
besar dan tersebar, maka teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik multistage cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel
dengan cara ini dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa
fraksi (cluster) selanjutnya dari faksi yang dihasilkan dibagi lagi fraksi-
fraksi yang lebih kecil dan kemudian di ambil sampelnya.
adapun tahapan multistage cluster sampling pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
 memilih kecamatan yang ada di Makassar dengan melihat situasi dan
kondisi mengenai penelantaran anak, sehingga kecamatan yang terpilih
adalah kecamatan Tallo kota Makassar
 setelah memilih kecamatan Tallo, selanjutnya memilih pula  kelurahan
kaluku bodoa dari beberapa kelurahan yang ada pada kecamatan Tallo.
Dan Kelurahan kaluku Bodoa terdiri dari sembilan RW. dan RW yang
terpilih adalah RW 005, dan RW 005 terdiri dari 9 RT, dan yang
terpilih adalah  RT 006
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 Pada kelurahan yang terpilih, selanjutnya dipilih secara acak pula
keluarga yang mempunyai anak usia 8-15 tahun sesuai dengan
besarnya alokasi sampel yang ditetapkan pada kelurahan tersebut.
Secara sederhana proses pengambilan sampel dengan metode
multistage cluster random sampling dapat digambarkan pada skema
dibawah ini.
. . . .
. . . .

































Penelitian dilakukan mulai dari  05 juni 2017 sampai 30 juni 2017.
Proses penelitian terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, pengumpulan
data, dan penyusunan hasil akhir. Tahap pengumpulan data merupakan tahap
dimana peneliti melakukan penyebarluasan instrument penelitian untuk
memperoleh data penelitian. Sedangkan tahap penyusunan hasil akhir
merupakan tahap yang dimulai saat data terkumpul kemudian diolah dan
dibahas hingga menghasilkan suatu kesimpulan.
E. Etika Penelitian
Mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah ditimbulkan dari
penelitian ini dikemudian hari, maka etika penelitian menjadi komponen yang
tidak boleh dilupakan peneliti. Beberapa aspek etika yang perlu diperhatikan
yaitu informed consent, anominity, beneficence, comfidentiality, dan justice.
1. informed consent
keluarga yang menjadi responden pada penelitian ini tidak boleh berada
dalam kondisi keterpaksaan. Artinya, tidak ada pemaksaan yang dilakukan
peneliti terhadap keluarga untuk menjadi responden. Oleh karena itu,
sebelumnya dilakukan penelitian terlebih dahulu keluarga diminta untuk
menandatangani informed consent, peneliti menjelaskan dahulu mengenai
tujuan dan manfaat peneliti kepada calon responden.
Bentuk informed consent pada peneliti ini adalah kepala/wali keluarga
menyatakan kesediaan menjadi responden dengan menandatangani surat
pernyataan. Bila keluarga tidak menandatangani berarti keluarga tersebut
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tidak bersedia menjadi responden dan penelitipun tidak memaksa keluarga.
Lain hingga diperoleh sejumlah keluarga yang bersedia menjadi responden
sebanyak jumlah sampel yang ditetapkan.
Pelaksanaan informed consent yang peneliti terapkan pada proses peneliti
ini dengan beberapa cara yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi
penelitian. Cara yang dimaksud adalah pada calon responden yang
rumahnya berdekatan dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti
menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian meminta kesediaan
keluarga menjadi responden dengan menandatangani surat pernyataan
kesediaan. Calon responden yang rumahnya berjauhan pelaksanaan
informed consent dilakukan dengan cara door to door yaitu peneliti
mendatangi tiap rumah calon responden.
2. Anominity
Data mengenai responden perlu dijaga kerahasiaanya. Untuk menjaga
kerahasiaan responden, terutama identitas keluarga, maka peneliti tidak
menggunakan nama responden melainkan menggunakan kode/inisial
responden.
3. Benefecince
Penelitian seyogyanya memberikan manfaat. Manfaat hasil penelitian ini
bukan hanya untuk kepentingan peneliti semata, melainkan juga untuk
kepentingan pihak-pihak lain yang terkait, terutama keluarga. Manfaat
yang diperoleh keluarga antara lain keluarga mengetahui perilaku mana
saja yang termasuk penelantaran anak, kekerasan dan factor yang
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berkonstribusinya. Selanjutnya diharapkan keluarga mampu mencegah
terjadinya penelantaran anak, kekerasan dengan mampu mengendalikan
faktor karakteristik keluarga dan lingkungan yang berkonstribusi terhadap
terjadinya penelantaran anak. Pelaksanaan benefecience pada penelitian ini
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan informed consent.
4. Confidentiality
Pelaksanaan penelitian perlu memperhatikan keselamatan dan
kenyamanan responden. Oleh karena itu, pada saat pengumpulan data
dilakukan responden dipastikan dalam kondisi yang nyaman dan
lingkungan yang tenang sehingga informasi yang diberikan responden
tepat. Bentuk pelaksanaan confidentiality pada penelitian ini adalah
peneliti mendatangi responden untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya ditanyakan kesediaan waktu untuk mengisi kuesioner. Bila
belum siap, pengumpulan data dilakukan pada waktu berikutnya.
Selama pelaksanaan pengumpulan data tidak menutup kemungkinan pada
responden terjadi perilaku kekerasan. Bila hal ini terjadi, maka
pengumpulan data dihentikan dulu. Kemudian peneliti menanyakan
kembali kesediaan keluarga menjadi responden. Apabila keluarga tidak
berkenan lagi, maka peneliti mencari responden lain.
5. Justice
Setaip responden pada penelitian ini mendapat perlakuan dan hak yang
sama, tidak ada diskriminasi jender, suku, dan unsur lainnya. Hal ini
38
dimaksudkan agar hasil penelitian menggambarkan realitas yang
sebenarnya. Aspek justice ini peneliti wujudkan melalui pengambilan
sampel secara random, sehingga semua keluarga yang mempunyai anak
usia 8-15 tahun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi
responden.
F. Metode Pengumpulan Data
Terkait penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka teknik
pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:
a. Instrument
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri atas
tiga bagian. Bagian A berupa kuesioner tentang karakteristik keluarga
responden yang terdiri dari karakteristik orang tua, tipe keluarga, dan
norma keluarga. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan
tertutup kecuali untuk usia responden menggunakan pertanyaan terbuka
yang berupa isian sesuai dengan umur responden saat dilakukan penelitian.
Bagian B berupa kuesioner tentang karakteristik lingkungan keluarga yang
meliputi lingkungan fisik, psikologis, dan social, instrument
dikembangkan dari uraian dalam tinjauan pustaka. Lingkungan fisik
keluarga berkenaan dengan rumah yang ditempati keluarga. Kuesioner
lingkungan psikologis keluarga berupa pernyataan/persepsi responden
mengenai interaksi antar anggota keluarga yang meliputi antara lain
komunikasi dalam  keluarga, pola perilaku keluarga, dan mekanisme
koping yang dilakukan keluarga dalam mengatasi masalah. Sedangkan
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kuesioner berkenaan dengan lingkungan social keluarga berupa
penyertaan/persepsi responden mengenai interaksi keluarga dengan
lingkungan diluar keluarga yang mencakup tetangga, fasilitas kesehatan
dan sosial keagamaan. Pertanyaan yang digunakan berkenaan dengan
lingkungan fisik adalah pertanyaan terbuka berupa multiple choice
mengenai status kepemilikan rumah dan pertanyaan lainnya berupa
pertanyaan terbuka.
Bagian C berupa pernyataan mengenai perilaku orang tua terhadap anak
usia 8-15 tahun yang meliputi perilaku kekerasan fisik, emosional, dan
penelantaran anak, perilaku penelantaran dilakukan keluarga terhadap
anak usia 8-15 tahun. Pertanyaan pada kuesioner dikembangkan dari
tinjauan pustaka dengan memodifikasi dari instrument penelitian yang
dilakukan oleh penulis.
b. Uji coba instrument
Instrument penelitian yang telah dibuat perlu dilakukan uji coba agar data
yang terkumpul akurat dan objektif.
c. Penelitian lapangan
1. Wawancara (Interview). Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan,
maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak
terkait yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan
penyusunan skripsi ini.
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2. Observasi (Observation). Suatu teknik pengumpulan data yang
menitikberatkan pada pengamatan secara langsung terhadap objek
penelitian, di kelurahan Kaluku Bodoa (Paccelang) Kota Makassar.
d. Penelitian Pustaka.
Suatu penelitian yang mengumpulkan sejumlah data melalui berbagai
sumber atau bahan-bahan kepustakaan yang meliputi judul penelitian ini.
G. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang peneliti
lakukan ketika melakukan pengumpulan data. Secara garis besar langkah yang
peneliti lakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :
1. Mengurus perizinan penelitian pada instansi terkait baik pada level
birokrasi maupun dengan calon responden termasuk pertanyaan kesediaan
menjadi responden dengan menandatangani informed consent.
2. Setelah memperoleh izin penelitian, selanjutnya peneliti melakuakn
pengumpulan data sesuai dengan jumlah sampel yang ditetapkan.
Mengingat luasnya cakupan lokasi penelitian, maka peneliti dapat
melibatkan peran serta ketokoh masyarakat pada lokasi penelitian tersebut.
3. Kuesioner penelitian dilakukan proses analisis data.
Berkenaan dengan pengumpulan data khususnya mengenai perilaku orang tua
terhadap penelantaran anak, peneliti melakukan validasi untuk mengetahui
kebenaran dari jawaban responden. Peneliti menvalidasi dengan menanyakan
pada anakanya dan tetannga, validasi terhadap anak dilakukan mengingat anak
adalah korban dari penelantaran yang dilakukan orang tuanya, sehingga isian
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kuesioner didiskusikan oleh peneliti dengan anak. Namun, tidak semua anak
dilakukan hal yang sama mengingat kendala yang ada dilapangan. Validasi
terhadap tetangga dilakukan mengingat tentangga merupakan salah satu orang
yang paling dekat dengan responden. Tetangga lebih banyak mengetahui
perihal keluarga responden penelitian ini dibandingkan dengan peneliti. Oleh




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kelurahan Kaluku Bodoa
Secara administratif, Kelurahan Kaluku Bodoa termasuk dalam
wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar. kelurahan ini juga dikenal
kampung sinassara atau paccelang yang terletak di area perdagangan dan
jasa,
Kelurahan ini terdiri dari 7 RW dan 51 RT dengan luas wilayah
0.89 km2. Jumlah penduduk kelurahan kaluku bodoa dihuni 5.201 KK
dengan jumlah penduduk 20118 jiwa yang terdiri dari laki-laki 10.041 dan
10.077 perempuan.1
Kelurahan Kaluku Bodoa memiliki sejarah yang historis karena
salah satu penyebar islam di indonesia timur di makamkan di tempat ini,
yaitu makam datuk ribandang, kelurahan kaluku bodoa juga memiliki
banyak perusahaan besar seperti galangan kapal, Industri Kapal Indonesia,
bosawa, Marga Nusantara, Indomarco, Gudang Garam Dll, kawasan ini
dijadikan sebagai kawasan industri, perdagangan dan jasa di wilayah
Kecamatan Tallo.
Selain potensi sejarah, Kelurahan Kaluku Bodoa memiliki, masjid
yang unik yang bernama mesjid ijabah, disini juga terdapat pantai
galangan kapal, serta pengrajin souvenir dari sutra serta kue tradisional
putu cangkir dan baruasa
1Hasil wawancara 14-juni-2017, Pukul 11.06 WITA
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1. Lokasi dan penduduknya
Kaluku Bodoa adalah salah satu diantara 2 kampung  yang
diantaranya ada di Jalan Galangan Kapal, lokasinya terletak
dipesisir Selatan yang ada di Kecamatan Tallo, Kota Makassar
Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 0.89 km2. penduduk yang
mendiami sebanyak 20118 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 10.041
dan 10.077 perempuan.2
2. Batas-Batas Wilayah
Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara
Galangan Kapal PT IKI (Ikatan Kapal Industri) , sebelah selatan
SMA Negeri 17 Makassar, sebelah barat Pelabuhan Paotere
sebelah timur Jalan Tol Reformasi.
Penduduk asli kaluku bodoa adalah suku Makassar dan
bugis, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar,
mereka memeluk agama islam, dan ada beberapa pemeluk agama
lain seperti Kristen Protestan dan Katholik
3. Keadaan sosial ekonominya
Keadaan sosial ekonomi suatu daerah banyak ditentukan
oleh keadaan wilayah pertanahannya. Kecamatan Kaluku Bodoa
termasuk kawasan industri dan daerah pergudangan. jadi




4. Pendidikan dan adat istiadatnya
Seperti halnya dengan pendidikan yang berlaku secara
nasional, maka pendidikan di Kaluku Bodoa terdiri dari pendidikan
formal yang berstatus negeri dan swasta dengan fasilitas
pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa
5. Agama dan Kepercayaan
Penduduk kaluku bodoa tidak seluruhnya beragama islam,
tetapi ada juga yang beragama lain. Berikut dikemukakan tabel
keadaan penduduk dan penganut agama :
No Jenis/Tingkat Pendidikan Jumlah
1 TK (Taman Kanak-kanak) 1
2 SD (Sekolah Dasar) Negeri 2





5 SMA (Sekolah Menengah 2
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Tabel. II
Dengan penduduk yang beragama Islam, mereka juga memiliki
sarana peribadaan sebanyak Sembilan buah masjid.
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak
Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang
Rakyat Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.
Adapun klasifikasi pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 9
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 disebutkan:
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau
diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan
anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil,
untuk mencapai kesejahteraan anak. Namun kenyataanya banyak orang tua










20118 19989 86 43 - -
46
pertanggungjawabannya dikarenakan adanya kerjasama antara anak
dengan orangtua, seperti anak dilarang mengakui orang tua kandungnya
sendiri jika terjadi pengrebekan mengenai kasus penelantaran anak.
Pertanggungjawaban untuk orang tua yang kedapatan menelantarkan
anaknya, dipanggil langsung oleh pihak yang berwenang untuk diberikan
pemahaman mengenai tanggungjawab sebagai orang tua yang bertanggung
jawab atas rumah tanggahnya, dan jika perbuatan penelantaran anak
diulang lagi maka dikenakan sanksi sebagai berikut : Pasal 77 Setiap orang
dengan sengaja melakukan tindakan:
a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami
kerugian, baik materiil, maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya; atau
b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social,
c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Berdasarkan pra penelitian di kaluku bodoa dari tahun 2016 usia
anak wajib sekolah adalah 221 (dua ratus dua puluh satu) anak, di
antaranya 136 (seratus tiga puluh enam) anak yang putus sekolah maupun
tidak sekolah sama sekali. Ini jelas mebuktikan bahwa masih ada orangtua
yang tega menelantarkan anaknya dalam aspek pendidikan, dan seperti
kita ketahui pendidikan sangatlah penting bagi anak. Keutuhan orang tua
juga merupakan salah satunya untuk mendukung pendidikan seorang anak,
karena itu akan membuat seorang anak merasa mendapat perhatian dan
kasih sayang dari orang tuanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi
seorang anak yang tidak memiliki orang tua yang utuh masih bisa
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mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, itu semua tergantung dari
masing-masing individunya. Banyak juga anak dari keluarga yang
mempunyai orang tua yang utuh, ekonominya bagus, dan pendidikan
orang tua yang tinggi tetapi tidak pernah mendapatkan bimbingan dan
arahan dari orang tuanya sehingga mereka menjadi anak yang kurang
kasih sayang dari orang tuanya serta tindakan yang dilakukannya tidak
bisa terkendali dan tidak terkontrol, maka dari itu peranan orang tua di
dalam keluarga yang paling dominan atau menonjol adalah sebagai
penanggung jawab kepada anggota keluarganya, diantaranya pendidikan
karena dengan memperoleh pendidikan maka seorang anak akan dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjerumus
dalam kemungkaran.3
Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut :4
a. Penelantaran fisik
Penelantaran fisik merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan
mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak
tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
b. Penelantaran pendidikan
Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat
pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara
optimal. Lama kalamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah
3 http://www.eurekapendidikan.com/2015/03/fungsi-dan-peran-orang-tua-untuk.h_t_m_l_
di akses tanggal 08 Agustus 2017, pukul 16.25 WITA.
4 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Hal.12
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yang semakin menurun. Bahkan ada orang tua yang membiarkan
anaknya untuk tidak bersekolah.
c. Penelantaran secara emosi
Penelantaran secara emosi hal ini terjadi ketika orang tua tidak
menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau orang
tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara
anak-anaknya.
d. Penelantaran medis
Penelantaran medis hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal
menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial
memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan
pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah
kembali ke layanan dokter.
Gejala penelantaran anak adalah seorang anak yang ditelantarkan
bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor, atau
pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal
seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari
orang dewasa dan anak yang ditelantarkan bisa meninggal akibat
kelaparan. Seseorang yang apabila telah memenuhi setiap unsur-unsur atau
bentuk-bentuk penelantaran anak, maka orang tersebut wajib untuk
mempertanggungjawabkan kesalahannya atau kelalaiannya dalam hal
menelantarkan anak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-
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Undang Nomor: 23 tahun 2002 jo Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :
Bertempat di Makassar, Kelurahan Kaluku Bodoa (Paccelang)
Mereka merupakan korban penelantaran anak oleh orang tua mereka yaitu
AMR (47) Tahun yang merupakan kepala rumah tangga dengan profesi
buruh harian lepas, sedangkan ibunya RS (39) Tahun merupakan ibu
rumah tangga. Bermula  seorang anak perempuan berusia 15 tahun dan
anak laki-laki berusia 8 tahun ditelantarkan oleh orang tuanya dengan cara
ditinggalkan selama berbulan-bulan dengan alasan merantau untuk
mencari suatu pekerjaan dan ditinggal tanpa pengawasan orang dewasa,
memang ia kedua anak tersebut mendapatkan kirimanan dana dari orang
tuanya, itupun tidak tiap bulannya terkadang sebulan sekali bahkan tiga
bulan sekali, kedua anak tersebut tentulah tidak pernah tercukupi
kebutuhannya, oleh sebab itu Anak perempuan yang berusia (15) tahun itu
terjangkit pergaulan bebas sedangkan anak yang berusia (8) tahun itu
mencari nafkah dengan berjualan keliling untuk melariskan dagangan
salah satu tetangganya untuk mendapatkan uang jajan setiap harinya. Dan
Mirisnya di sekitaran daerah ini banyak anak-anak yang berjualan
keliling/menafkahi dirinya sendiri sampai menjadi tukang parkir sebuah
toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bahkan ada yang
meminta-minta. Hal ini menggambarkan bahwa penelantaran anak oleh
orang tua sudah biasa terjadi. Orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan
melindungi anak-anak mereka justru melakukan penelantaran, juga
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merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya menimbulkan
dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maunpun psikologisnya.5
Dalam kasus terjadinya penelantaran anak dimana hak-hak anak
untuk tumbuh kembang secara wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. tidak terpenuhi disebabkan kelalaian,
ketidakmengertian orang tua, atau karena kesengajaan, sangsinya secara
jelas diatur dalam Pasal 77 ayat (b) yang diancam dengan ancaman 5
(lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00
(seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi pasal-pasal yang berkaitan
dengan penelantaran anak: Pasal 77 Setiap orang dengan sengaja
melakukan tindakan:
a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami
kerugian, baik materiil, maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya; atau
b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social,
c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
C. Analisa Secara Umum Terjadinya Penelantaran Anak.
1. Faktor Keluarga
Perpisahan orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial
seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan
kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemicu
bercerainya pasangan suami-istri atau orang tua disebabkan karena
5 Hasil Penelitian 16-juni-2017.
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adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan
juga kepergian suami atau ayah tanpa memberitahukan dan
meninggalkan istri dan anak. Selain kehilangan ayah juga, anak-anak
kehillangan kedua orang tua yang meninggalkan mereka dalam
lingkungan keluarga besar. Kepergian orang tua terutama ibu
disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Perceraian orang tua selalu mengisahkan luka bagi anak dan
anak menjadi korban saat kedua orang tuanya bercerai. Idealnya, anak-
anak tumbuh dalam sebuah keluarga dengan kehadiran ayah-ibu. Saat
perceraian terjadi, anak tinggal dengan salah satu orang tua bahkan
tidak dengan keduanya. Kondisi ini dialami oleh 3 orang anak yang
orang tuanya bercerai, sementara 4 anak ditelantarkan oleh ayah
mereka saat mereka masih kecil dan bahkan sejak bayi ditinggalkan
oleh ayahnya, dan 3 anak yang lain ditinggalkan oleh kedua orang tua
karena kematian. Kepergian kedua orang tua menyebabkan anak hidup
bersama dengan keluarga dari ayah dan atau ibu seperti kakek, nenek,
paman dan tante dan kebutuhan serta keperluan secara materi maupun
non materi dibiayai oleh keluarga yang mengasuh.6
Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor
resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi
terlantar. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian
menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan penikahan
6 Hasil Penelitian 14-juni-2017
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sering membuat anak menjadi frustasi. Rasa frustasi ini akan semakin
bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang
tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal
dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru
menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibu.
Disamping perceraian yang menjadi penyebab utama, faktor
kehamilan yang tidak diakui juga merupakan penyebab tidak
lengkapnya sebuah keluarga, dimana anak tidak mendapatkan
pengakuan ayahnya sehingga anak tersebut kemudian ditelantarkan
bersama dengan ibunya. Ketidakmampuan orang tua menyediakan
kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di
dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak.
Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang
disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda
maupun kekerasan dalam rumah tangga. Melemahnya keluarga besar,
dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu keluargakeluarga
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Table II. jumlah jenis penelantaran karena factor keluarga
2. Faktor Pendidikan
Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar
adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan
dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa
aspek.
a. ketiadaan biaya,
Tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan
karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak
menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak
menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan
hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Jumlah
anak yang tidak mendapatkan pendidikan dengan alasan ketiadaan
biaya adalah 16 orang.
b. keterbatasan waktu
Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah
dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam
membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan bekerja
sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang batu, meminta-
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minta, dan dan juga menjaga adik ketika ibunya sedang tidak di
rumah. Jumlah anak yang tidak mendapatkan pendidikan dengan
alasan keterbatasan waktu adalah 4 orang.
c. rendahnya kemauan untuk belajar,
Dari hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar
atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam
membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah
setelah berjualan menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi
atau semangat untuk belajar. Jumlah anak yang tidak mendapatkan
pendidikan dengan alasan rendahnya kemauan belajar adalah 14
orang.
d. adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan.
Yang melatarbelakangi pemahaman anak-anak terlantar terhadap
pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki
kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan
keluarga dan juga menambah uang jajan mereka sehingga
pendidikan tidak menjadi perioritas bagi mereka.
e. kurangnya perhatian dari lingkungan.
Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap
pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang









Rendahnya Kemauan Untuk Belajar 3
Adanya Pemahaman Salah Terhadap Pendidikan 3
Kurangnya Perhatian Dari Lingkungan 2
Jumlah Anak Yang Tidak Bersekolah 28
Tabel IV. Jumlah anak yang terlantar karena faktor pendidikan
3. Faktor Ekonomi
Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi
faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran karena kondisi
keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang
diungkapkan anak-anak tersebut bahwa mereka dapat makan hanya 2
kali dalam sehari, itupun kalau orang tua mereka mendapatkan uang
lebih dari hasil pekerjaannya. Namun jika kondisi keuangan orang tua
tidak mencukupi maka mereka hanya bisa makan hanya satu kali saja,
bahkan tidak makan. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-
orang tidak mampu memenuhi kehidupannya secara baik.
Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang
tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Bentuk pekerjaan yang
dijalankan oleh orang tua beragam. Pekerjaan orang tua/ orang tua
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pengganti adalah pedagang, pemulung, ibu rumah tangga, tukang
bentor, dan supir dengan penghasilan rata-rata Rp 100-500 ribu per
bulan, hasil ini sangat tergantung dari penjualan atau pekerjaan yang
mereka lakukan. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi
kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan
ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada
orang tua atau orang tua pengganti.
4. Faktor Kesehatan
Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa terkecuali anak-
anak terlantar. Anak yang memiliki kondisi sehat, bukan saja secara fisik
namun secara psikis dan juga sosial, dapat berkembang dan bertumbuh
menjadi seorang anak yang cerdas dan bermartabat. Masalah kesehatan
merupakan masalah utama yang harus menjadi perhatian serius dalam
setiap kehidupan manusia. Artinya, seseorang akan menentukan aktivitas
kehidupan sehari-hari tergantung dari kesehatannya.
Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik saja,
tetapi harus dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah
mampu melakukan segala aktivitas kesehariannya dan dapat berperan
secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi
maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia sehat adalah manusia-
manusia yang mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada
dirinya untuk mencapai tujuan hidup. Kesehatan yang baik dan prima
memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun
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ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan
menikmati kehidupan yang bermartabat.
Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak-anak terlantar
sangat bertolak belakang dengan konsep sehat. Artinya, anak-anak
terlantar tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hal
tersebut terjadi karena faktor:
d. Kesadaran akan kesehatan yang kurang.
Sebagian anak beranggapan bahwa orang tua atau orang tua
pengganti tidak memiliki kepedulian saat kondisi tubuh mereka dalam
keadaan sakit. Hal ini dipicu oleh karena orang tua lebih fokus mencari
uang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga kesehatan
anak bukan menjadi prioritas bagi orang tua atau orang tua pengganti.
Selain itu juga, kondisi ekonomi atau penghasilan hanya cukup untuk
makan sehingga untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan ke
dokter atau ke rumah sakit tidak dilakukan.
Untuk meredakan rasa sakit yang dialami, anak-anak tersebut
diberikan obat yang diperoleh dengan membeli di toko dekat rumah
mereka. Menurut orang tua atau orang tua penganti, saat ini jasa
pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya
kesehatan makin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keluarga
dari anak-anak terlantar. Dengan kata lain, faktor ekonomi keluarga
menyebabkan kurangnya kesadaran orang tua akan kesehatan anak
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sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih untuk mendapat
pelayanan kesehatan yang layak.
e. Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
Rumah sebagai tempat bagi setiap individu mendiami dan
melepaskan kepenatan setelah beraktivitas seharian di luar rumah.
Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-
anak terlantar adalah tidak layaknya tempat untuk mereka bertumbuh
dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh tempat tinggal yang mereka
ditempati sangat kecil dengan ukuran yang hanya dapat ditempati oleh
dua atau tiga orang serta kondisi air yang sangat jauh dari higenis
menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit. Situasi yang tidak
kondisif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak
nyaman bagi anak. Dari subyek yang diteliti, pada umumnya mereka
mengalami gangguan kesehatan secara fisik, dari batuk, pilek, demam,
tipus, asma, hingga DBD (Demam Berdarah). Saat dalam situasi sakit,
mereka tidak dapat ke dokter atau rumah sakit dan hanya dirawat oleh
ibu/ ayah atau orang tua pengganti, bahkan ada diantara mereka tidak
dipedulikan. Masalah kesehatan merupakan masalah utama yang harus
menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia. Artinya,
seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan seharihari
tergantung dari kesehatannya. Kesehatan seseorang tidak bisa hanya
dilihat dari kondisi fisik saja, tetapi harus dilihat secara terpadu.
Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala
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aktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam
kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota
masyarakat. Manusia sehat adalah manusia-manusia yang mampu
memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai
tujuan hidup.
D. Deskripsi Dampak Anak yang Ditelantarkan
Berbicara tentang dampak artinya ada sesuatu yang dialami atau
dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan
tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap
perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
Dalam penelitian ini, dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh
anak terlantar .adalah sebagai berikut:
a. Dampak Fisik
Setiap anak memilliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan
usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung
oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi
pribadi yang sehat secara jasmani. Anak-anak yang ditelantarkan oleh
orang tua terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik
mereka. Kondisi tubuh yang tidak terurus seperti kuku yang panjang
dan kotor, rambut yang tidak terurus bagi anak cowok, dan
mengunakan pakaian yang tidak layak. Dampak yang paling signifikan
adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya
artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas
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tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, dampak fisik dari
penelantaran adalah anak tidak mendapatkan makanan, tempat tinggal
dan juga pakaian untuk digunakan secara layak dan optimal.
b. Dampak Psikologis
Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh
perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain
sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani
untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan
atau inginkan. Dari hasil temuan, anak dalam kategori ini, mereka
selalu berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah
bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri
mereka dan bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia
mereka sehingga membuatnya tertekan. Kemarahan dan perkataan
hinaan yang selalu mereka terima merupakan perlakuan secara
langsung yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka. Kehilangan
salah satu orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam
kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan kekosongan figur
atau peran seorang ayah maupun ibu atau kedua-duanya. Hal ini
memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun
bersikap serta membentuk pribadi yang pendiam sehingga mereka
tidak dapat mengekspresikan kehidupan pribadinya secara terbuka.
Disamping itu, dampak lain dari kehilangan figur ayah atau ibu dan
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atau kedua-duanya, anak-anak melakukan suatu aktivitas untuk
menarik perhatian orang lain untuk memperhatikan apa yang mereka
lakukan untuk mencari perhatian dari orang sekelilingnya.
c. Dampak Sosial.
Anak sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam kehidupan di lingkungan sosialnya di mana anak-anak
mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan
lingkungan sekitarnya. Namun berdasarkan penelitian lapangan,
interaksi dan relasi sosial antara anak dan orang tua berjalan tidak
efektif. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian ataupun tidak
adanya pengakuan dari orang tua dalam hal ini ayah terhadap anak
berpengaruh terhadap hubungan dengan lingkungannya. Artinya,
ketika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya
maka anak tersebut akan tetap dan selalu berinteraksi dengan teman-
teman sebayanya, orang tua dan masyarakat. Namun, orang tua
maupun masyarakat memperlakukan mereka sebagai “orang-orang
terbuang”. Keberadaan anak terlantar dianggap sebagai kelompok yang
mengganggu sehingga mereka seringkali diperlakukan secara
diskriminatif. Perlakuan yang salah dari masyarakat, menyebabkan
anak mencari tempat yang “aman” untuk menerima keberadaan
mereka.
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Kurangnya kepedulian dari orang tua dan juga masyarakat
menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan
kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.
E. Analisis
Permasalahan anak dari tahun ke tahun semakin mengalami
peningkatan terlebih lagi masalah anak terlantar yang jumlahnya semakin
meningkat. Hal ini membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan belum
maksimal sehingga kebutuhan anak belum tercapai secara optimal.
Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh penulis di atas, persoalan
anak terlantar yang begitu beragam dengan berbagai dampak yang dialami
dalam fase-fase pertumbuhan dan perkembangannya memberikan suatu
gambaran bahwa anak-anak terlantar yang berada di Kota Makassar
Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa (paccelang) membutuhkan
perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berkembang dan bertumbuh
secara maksimal. Persoalan yang dialami anak terlantar di Kota Makassar
Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa (paccelang) dari aspek fisik,
psikis, ekonomi maupun sosial menunjukkan bahwa pemenuhan akan
kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara layak.
Perceraian orang tua atau kehilangan figure ayah/ ibu dan atau
kedua-duanya merupakan faktor pemicu yang menyebabkan anak-anak
kehilangan kasih sayang dan perhatian sehingga mendorong mereka untuk
mencari kehidupan di luar rumah. Tidak berfungsinya keluarga dalam
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menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan diantara anggota
keluarga berdampak terhadap hubungan personal antara anak dan orang
tua. Persoalan lain yang dialami anak adalah mereka harus meninggalkan
bangku sekolah akibat perceraian orang tua dan faktor ekonomi keluarga
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk bersekolah. Selain itu,
kondisi kesehatan yang menyebabkan anak berada dalam suatu fase
perkembangan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Permasalahan yang dihadapi anak dalam masa pertumbuhannya
memberikan dampak terhadap interaksinya dengan lingkungan baik
internal maupun eksternal. Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari
kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang
gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan maksimal, memaksa anak
menjadi anak jalanan, memaksa untuk bekerja membantu orang tua,
berjualan, menjadi tukang parkir toko, pemulung, tukang batu, dan jenis
pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan
anak. Perlakuan salah yang diterima oleh anak karena orang tua atau orang
tua penganti belum memahami anak sebagai bagian yang penting dalam
kehidupan sosial yang sesungguhnya. Akibatnya, anak didorong untuk
melakukan pekerjaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain itu, perlakuan salah yang juga diberikan oleh orang tua adalah tidak
sepenuhnya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak dalam hal
ini kasih sayang dan perhatian sebagaimana mestinya. Dengan terabaikannya
hak-hak anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka maka akan
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berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan secara fisik,
psikis maupun sosial.
Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana terinternalisasi dalam
Undang-undang Perlindungan anak sangat jelas menguraikan tentang
tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan anak sejak anak dalam
kandungan sampai mencapai usia 18 tahun. Disamping itu, keluarga sebagai
unit terkecil yang terdiri dari orang tua merupakan tempat pertama anak
mengenal dunia sehingga orang tua mempunyai kewajiban bertanggung
jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut,
khususnya kebutuhan akan perlindungan, meliputi perlindungan dalam bidang
kesehatan, pendidikan agama, dan kesejahteraan sosial.
Disadari bahwa permasalahan anak terlantar merupakan dilema,
artinya di satu sisi orang tua telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar
anak secara fisik, psikis, ekonomi maupun sosial sehingga anak tidak
memperoleh hak sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang.
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi orang tua yang
memprihatinkan karena tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang
tetap untuk mencukupi kebutuhan anak. Disamping itu persoalan anak
terlantar bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, namun menjadi
tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat seperti yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sinergitas antara keluarga
(orang tua), masyarakat maupun pemerintah di tingkat pusat maupun daerah
memiliki kewajiban untuk membantu anak terlantar memperoleh kesempatan
dalam meraih masa depan yang lebih baik. Peran pemerintah sangat penting
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dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pasal 31
UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk
memperoleh pendidikan yang layak atau bermutu”, artinya anak terlantar
sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi.
Disamping pendidikan, hal yang juga penting adalah kesehatan. Jika seorang
anak memiliki kesehatan yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya,
maka akan berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual emosional, sosial,





1. Bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang- Undang
Nomor: 23 tahun 2002 Jo Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. telah di atur
secara tegas dan  jelas, pada bab XII Tentang ketentuan pidana, Pasal
77 ayat (2) yang berbunyi: “Penelantaran terhadap anak yang
mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik,
mental, maupun sosial  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
(Seratus Juta Rupiah)”.
2. Isu pendidikan anak belum menjadi prioritas orang tua disebabkan
kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan sehingga mereka
tidak mendorong anak sekolah melainkan mendorong untuk bersama-
sama membantu perekonomian keluarga agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Beragam masalah yang dihadapi anak
terlantar memberikan dampak langsung maupun tidak langsung
terhadap tumbuh kembangnya untuk hidup secara layak dan normal
sesuai dengan usianya. Masyarakat belum memiliki kepedulian
terhadap persoalan anak terlantar menyebabkan isu anak terlantar
belum merupakan suatu masalah yang dilihat secara serius.
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B. Saran-saran
1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang undang-
undang no 23 tahun 2002 jo undang-undang no 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang
bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui
sosialisasi kesekolah-sekolah ataupun pengajian umum.
2. Perlu disebarluaskan pengertian dan pemikira-pemikiran mengenai
keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum
dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan
penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi
kemasyarakatan yang bisa berupa pengajian atau apapun.
Kepada seluruh mansyarakat khususnya orang tua perlu adanya
peningkatan pemehaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan
perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak
tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi
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